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PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

-—

KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005, maka kepada Ketua- DPRD Luwu Utara dapat diberikan tunjangan
Perumahan; .

bahwa Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD Luwu Utara sedang dalam pelaksanaan
Rehabilitasi;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

"Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004~ Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang :- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Penatausahaan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 135);, sebagaimana dengan telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2007
{(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 168);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2006 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Keuangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);



17 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan

Menetapkan:

Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
PERUMAHAN KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1
Memberikan Tunjangan Perumahan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Utara selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Agustus 2008
sampai dengan bulan Desember 2008, sebesar Rp. 3.235.600,- (Tiga Juta Dua Ratus
Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupaih) setiap bulan.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan dalam bentuk
Uang setelah dikurangi Pajak penghasilan 15%.

Pasal3
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 Kabupaten
Luwu Utara pada Pos DPRD

Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 TDesamber 2008

~ TELAH DIPERIKSA | RARAF

l 1, Sekwan iBUPATLA
| 2. Kabag Keuangan X
| 3 Kasubag /&

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 24 TDesemwer 2008

‘N H.M. LUTHF, .MUTTYE

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
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H.A.CHAERULPANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR: 23



